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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

a. Pelembagaan constitutional question sebagai kewenangan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia pengaturannya dapat dilakukan melalui 3
(tiga) alternatif cara. Pertama, melalui Amandemen UUD NRI 1945. Kedua,
melalui revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Ketiga,
melalui kaidah Yurisprudensi. Namun, pada prespektif yang berbeda, pilihan
pelembagaan gagasan constitutional question dapat diajukan pada Mahkamah
Agung Republik Indonesia, hal ini merujuk pada studi perbandingan dengan
Amerika Serikat. Pengujian konstitusional di Amerika Serikat dilakukan oleh
Supreme Court AS, dengan decentralize judicial review model.

b. Gagasan constitutional question adalah salah satu ide yang dapat digunakan
sebagai upaya meningkatkan konstitusionalitas putusan hakim. Melalui
mekanisme constitutional question, maka akan membentuk double check
dalam mengadili perkara di pengadilan. Pertama, hakim konstitusi akan
menguji apakah pasal/norma undang-undang yang digunakan hakim
(pengadilan umum) konstitusional atau inkonstitusional. Kedua, hakim
(pengadilan umum) akan memeriksa, mengadili dan memutus terkait dengan
pokok perkara yang dipermasalahkan. Dengan demikian, maka diharapkan
dapat memaksimalkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak
konstitusional warga negara serta memberikan keadilan, kepastian dan
kemanfaatan hukum. Namun, pada saat yang bersamaan, tiap-tiap hakim
perlu untuk dibatasi kewenangannya agar tidak terjadi abuse of power,
berdampingan dengan hal tersebut, sikap hakim dapat dijadikan batasan bagi
hakim dalam menerapkan hukum dan konstitusi atau yang dikenal dengan
istilah judicial restraint.

4.2 Saran

a. Perlu diatur secara tegas mengenai pelembagaan gagasan constitutional
question di Indonesia, baik itu nantinya diatur menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung, dalam hal ini, tentu
menjadi kewenangan lembaga pembentuk undang-undang untuk
merumuskan materi tersebut pada peraturan perundang-undangan.

b. Dengan mekanisme constitutional question, tentu akan membuat titik
singgung antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Oleh karena
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itu, perlu diatur secara tegas pada masing-masing institusi terkait tata cara
pelaksanaan mekanisme constitutional question nantinya.
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